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Abstract. The purpose of this study is to analyze the transfer pricing practices carried out by PT
Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), a subsidiary of Toyota Motor Corporation
Japan, and its impact on tax obligations in Indonesia. The method used is a qualitative descriptive
approach through case studies, through data collection techniques with literature studies and
documentation. The results of the study indicate that TMMIN is involved in affiliate transactions
that are not in accordance with the arm's length principle, such as sales at prices below market
and the imposition of royalties that should not be. This practice causes a shift in profits to the
recognition of lower tax rates, thereby reducing the tax paid in Indonesia. This finding emphasizes
the need to strengthen supervision of transfer pricing documentation and the implementation of
tax regulations consistently. This study provides theoretical and practical contributions to the
development of fiscal policy and governance of multinational companies.
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Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis praktik transfer pricing yang dijalankan oleh
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), yang merupakan anak perusahaan Toyota
Motor Corporation Jepang, serta dampaknya terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.
Metode yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus, melalui teknik
pengumpulan data dengan studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
TMMIN terlibat dalam transaksi afiliasi yang tidak sesuai dengan prinsip arm’s length, seperti
penjualan dengan harga di bawah pasar dan pembebanan royalti yang tidak semestinya. Praktik
ini menyebabkan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga
memperkecil pajak yang dibayarkan di Indonesia. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan
pengawasan dokumentasi transfer pricing dan penerapan regulasi perpajakan secara konsisten.
Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan fiskal
dan tata kelola perusahaan multinasional.
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LATAR BELAKANG

Dalam aktivitas bisnis perusahaan multinasional, transaksi antar entitas dalam satu
grup, baik antara kantor pusat dan cabang maupun antar anak perusahaan merupakan hal
yang lazim terjadi (Zaki & Irawan, 2022). Transaksi ini mencakup penjualan produk,
penyediaan jasa, penggunaan aset tidak berwujud, dan pembiayaan internal (Tarigan et
al., 2023). Dalam konteks ini, penetapan harga atas transaksi tersebut dikenal dengan
istilah transfer pricing (Alfarizi et al., 2021; Hasanah & Masyitah, 2024; Rahmawati &
Machdar, 2024). Praktik ini menjadi sorotan karena dapat digunakan sebagai alat dalam
memindahkan profit ke negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih kecil (Hayani &
Darmawati, 2023; Nursida et al., 2022). Penetapan harga dalam transaksi tersebut tidak
hanya berkaitan dengan efisiensi internal, namun juga dapat memengaruhi kewajiban
perpajakan di masing-masing yurisdiksi tempat entitas beroperasi (Gultom et al., 2025;

Sihombing et al., 2024).

Mentransfer dana atau laba ke negara atau wilayah hukum yang memiliki tarif pajak
lebih kecil merupakan salah satu cara umum yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan
dalam mengurangi beban pajaknya (Gumono, 2021). Hal ini menjadikan praktik transfer
pricing sebagai perhatian utama bagi otoritas pajak di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Secara teoritis, perusahaan menggunakan penetapan harga transfer sebagai
taktik untuk menetapkan biaya atas transaksi keuangan, produk, jasa, maupun aset tidak
berwujud antar afiliasi dalam satu grup perusahaan (Cahyani & Oktaviani, 2023).
Hubungan istimewa dalam praktik bisnis dapat menyebabkan ketidaksesuaian harga
transaksi, baik dari segi biaya, nilai jual-beli, maupun jenis imbalan lain. Walaupun
terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut, celah dalam sistem tetap sering

dimanfaatkan untuk menghindari beban pajak (Herman et al., 2023; Putri et al., 2024).

Transfer pricing juga dikenal dengan sebutan harga internal, harga antar
perusahaan, harga antar korporasi, atau harga antar divisi (Zahri et al., 2025).
Organisation for Economic Co-operation and Development Staf dalam Sihombing (2024)
menjelaskan bahwa harga yang digunakan dalam transaksi antar entitas dalam grup
perusahaan multinasional sering kali menyimpang dari harga pasar wajar apabila
dianggap menguntungkan kelompok usaha secara keseluruhan. Hasil penelitian

sebelumnya menunjukkan adanya variasi dalam dampak transfer pricing dalam
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penghindaran terhadap pajak. Pada penelitian yang telah dijalankan oleh Hidayat et al.,
(2024), transfer pricing terbukti memberikan pengaruh secara positif terhadap
penghindaran pajak. Adapun Sari et al., (2024) menyimpulkan bahwa transfer pricing
dan rasio intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik agresivitas
pajak. Di sisi lain, studi oleh Hidayah & Puspita (Hidayah & Puspita, 2024) menemukan
bahwa praktik transfer pricing memeliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,
hal ini menunjukkan bahwa manajemen penerapan transfer pricing yang baik mampu

dalam membantu mengurangi praktik penghindaran pajak.

Salah satu perusahaan multinasional yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini
adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), perusahaan ini merupakan
anak dari Toyota Motor Corporation yang berbasis di Jepang. TMMIN memainkan peran
penting dalam rantai pasok global Toyota, tidak hanya sebagai produsen kendaraan untuk
pasar domestik, melainkan juga berperan sebagai eksportir kendaraan serta komponen ke
berbagai negara. Dalam menjalankan operasinya, TMMIN terlibat dalam berbagai
transaksi dengan perusahaan afiliasi, termasuk pembelian komponen, pembayaran
royalti, dan jasa teknis dari kantor pusat atau perusahaan induk lainnya dalam grup.
Transaksi-transaksi ini berpotensi menimbulkan praktik transfer pricing yang berdampak

pada beban pajak dan pelaporan laba di Indonesia.

Permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini berangkat dari praktik
transfer pricing yang dijalankan oleh perusahaan multinasional, khususnya PT Toyota
Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), sebagai bagian dari grup Toyota secara
global. Dalam praktiknya, transaksi antar perusahaan afiliasi kerap tidak dilakukan
berdasarkan prinsip kewajaran pasar (arm's length principle), melainkan disesuaikan
untuk tujuan efisiensi internal yang berpotensi memengaruhi kewajiban perpajakan di
negara tempat anak perusahaan beroperasi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai
sejauh mana transfer pricing yang dalam praktiknya dilakukan oleh induk perusahaan
terhadap cabangnya dapat berdampak pada pelaporan pajak, perolehan laba, serta
kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kompleksitas
transaksi dan keterbatasan data publik juga menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas
pajak dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi apakah penetapan harga antar entitas

telah dilakukan secara wajar dan tidak digunakan sebagai sarana penghindaran pajak.
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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara mendalam terkait
bagaimana proses praktik tranmsfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan induk
memengaruhi aspek keuangan dan perpajakan cabangnya di Indonesia, khususnya pada
TMMIN. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana perusahaan mematuhi
prinsip arm’s length dalam menentukan harga transaksi afiliasi. Disisi lain, penelitian ini
juga mencoba untuk mengidentifikasi kendala dan peluang dalam sistem pengawasan
transfer pricing di Indonesia, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan

berdasarkan hasil temuan empiris dari studi kasus yang dilakukan.

Manfaat yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ialah berupa kontribusi
teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususna di bidang akuntansi, perpajakan
internasional, dan tata kelola perusahaan multinasional. Besar harapan hasil penelitian
secara praktis dapat menjadi bahan tinjauan bagi perusahaan multinasional, termasuk
TMMIN, untuk dapat merancang strategi penetapan harga yang sesuai dengan ketentuan
perpajakan di Indonesia tanpa mengabaikan efisiensi operasional. Di sisi lain, besar
harapan bahwa penelitian yang dilakukan dapat menjadi suatu bentuk masukan yang
konstruktif terhadap pemerintah sebagai pemangku kebijakan, terkhusus bagi Direktorat
Jenderal Pajak dalam menyusun regulasi dan strategi pengawasan terhadap praktik

transfer pricing agar lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

KAJIAN TEORITIS
1. Teori Agensi (4gency Theory)

Teori agensi memberikan penejelasan terkait hubungan antara pemilik perusahaan
(prinsipal) dan manajemen (agen), di mana terdapat potensi konflik kepentingan. Dalam
konteks perusahaan multinasional, manajemen dapat memanfaatkan transfer pricing
dalam mengalihkan profit ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih kecil, guna
memaksimalkan keuntungan grup perusahaan (Pohan, 2017). Praktik ini dapat merugikan
pemegang saham dan otoritas pajak negara asal. Studi oleh Ananta (Ananta, 2024)
menunjukkan bahwa tingkat multinasionalitas perusahaan berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak, dengan transfer pricing sebagai variabel moderasi.
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2. Teori Kepatuhan Pajak (Tax Planning Theory)

Teori ini menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor
seperti persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, risiko sanksi, dan
tingkat pengawasan (Pohan, 2017). Dalam praktik transfer pricing, perusahaan
multinasional dapat memanfaatkan kompleksitas regulasi dan kelemahan pengawasan
untuk mengurangi beban pajak. Studi oleh Le & Zamarian (2025) menemukan bahwa
perusahaan multinasional di Vietnam menggunakan transfer pricing sebagai metode
utama dalam penghindaran pajak, terutama oleh anak perusahaan yang berasal dari negara
surga pajak.

3. Teori Perencanaan Pajak (Tax Planning Theory)

Transfer pricing juga dapat dipandang sebagai bagian dari strategi perencanaan
pajak (tax planning). Perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan perbedaan tarif
pajak antarnegara dengan menetapkan harga transfer yang dapat menurunkan beban pajak
secara legal (Setyawan et al., 2022). Teori ini mendukung bahwa transfer pricing bukan
selalu aktivitas ilegal, melainkan bisa menjadi bagian dari efisiensi keuangan perusahaan,
selama masih sejalan terhadap prinsip kewajaran serta kelaziman usaha (arm’s length
principle) (Organisation for Economic Co-operation and Development Staff, 2017).

4. Teori Penghindaran Pajak (7ax Avoidance Theory)

Penghindaran pajak ialah langkah yang dilakukan dalam mengurangi kewajiban
pajak melalui cara-cara yang sah secara hukum, namun sering kali bertentangan dengan
semangat peraturan pajak. Transfer pricing menjadi suatu alat yang bisa digunakan dalam
praktik penghindaran pajak, khususnya ketika harga yang ditetapkan tidak mencerminkan
nilai pasar yang wajar. Menurut teori ini, perusahaan multinasional sering kali memiliki
insentif tinggi untuk menghindari pajak melalui manipulasi harga transfer guna
memaksimalkan laba bersih global (Jao & Holly, 2022).

5. Prinsip Kewajaran (Arm’s Length Principle)

Prinsip kewajaran ialah prinsip sentral dalam transfer pricing menurut OECD, yang
menyatakan bahwa harga yang ditetapkan pada transaksi antar pihak yang memiliki
hubungan istimewa harus setara dengan harga yang akan dikenakan bila transaksi

dilakukan antar pihak independen. Prinsip ini digunakan sebagai dasar evaluasi otoritas
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pajak untuk menilai apakah harga transfer telah dilakukan secara wajar atau justru sebagai

alat untuk mengalihkan laba (Sukarno, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
memberikan gambaran serta menganalisis secara mendalam praktik transfer pricing yang
dijalankan oleh perusahaan multinasional, khususnya PT Toyota Motor Manufacturing
Indonesia (TMMIN), dalam konteks hubungan antara perusahaan induk dan cabang.
Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai strategi
penetapan harga antar entitas dalam grup Toyota dan bagaimana praktik tersebut
memengaruhi kewajiban pajak serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan di Indonesia.
Populasi pada penelitian ini mencakup semua dokumen, peraturan, kebijakan perpajakan,
dan laporan kasus yang berkaitan dengan transfer pricing pada perusahaan multinasional
di Indonesia, khususnya di sektor otomotif. Sementara itu, sampel penelitian difokuskan
pada kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang pernah menjadi sorotan
dalam isu transfer pricing berdasarkan hasil audit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan
putusan hukum terkait periode 2005-2008. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan
pemilihan sampel secara purposif (purposive sampling), yaitu memilih kasus yang
relevan dan representatif terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Data
sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan DJP, putusan
pengadilan pajak, publikasi OECD, peraturan perpajakan Indonesia (seperti PMK
No.213/PMK.03/2016), serta artikel berita terpercaya yang mendokumentasikan
sengketa perpajakan antara TMMIN dan otoritas pajak. Selain itu, dilakukan penelusuran
terhadap laporan tahunan (annual report) dan dokumentasi perusahaan yang tersedia
secara publik. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman telaah dokumen
(document review guide), yang berisi kriteria dan indikator untuk mengevaluasi
penerapan prinsip arm’s length, bentuk hubungan istimewa, serta indikasi praktik
penghindaran pajak melalui transfer pricing. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis konten (content analysis) dengan mengkategorikan informasi dalam dokumen ke
dalam tema-tema utama yang telah ditentukan, seperti strategi transfer pricing,

pengaruhnya terhadap beban pajak, bentuk transaksi afiliasi, serta kepatuhan terhadap
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peraturan perpajakan. Data dianalisis secara interpretatif dan naratif untuk
menggambarkan pola-pola yang muncul dari praktik transfer pricing dalam studi kasus
TMMIN. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan

berbagai dokumen dan referensi untuk memastikan konsistensi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan harga transfer (transfer pricing) dalam kegiatan bisnis perusahaan
multinasional merujuk pada praktik menentukan harga atas transaksi antar unit bisnis
dalam satu grup, baik berupa barang, jasa, atau aset tidak berwujud. Hidayanto &
Amrania (2024) mengidentifikasi dua jenis pendekatan dalam praktik ini: pendekatan
netral, yang tidak dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak, dan pendekatan negatif,
yang justru digunakan untuk kepentingan pengalihan laba. Pendekatan negatif inilah yang
sering kali menjadi sorotan otoritas pajak karena potensinya untuk merugikan negara

melalui praktik penghindaran pajak terselubung.

Praktik ini dijalankan sebagai strategi legal oleh perusahaan multinasional dalam
meningkatkan efisiensi beban pajak secara global. Dengan menetapkan harga jual atau
pembelian barang dan jasa kepada afiliasi di negara tertentu, perusahaan dapat
menyesuaikan besar laba yang akan dilaporkan di masing-masing yurisdiksi. Dalam teori
Tax Planning pada Setyawan et al., (2022), hal ini merupakan bagian dari perencanaan
fiskal strategis perusahaan selama masih sesuai dengan prinsip kewajaran (arm’s length

principle).

Perusahaan multinasional sering memakai penetapan harga transfer yang mencakup
perdagangan barang dan jasa dengan harga yang dapat berubah baik dengan menaikkan
atau menurunkan harga antar berbagai divisi industri. Transfer pricing adalah praktik
memindahkan nilai barang atau jasa antara pihak-pihak yang terhubung, biasanya melalui
kontrak resmi. Ada dua jenis transfer pricing: pendekatan netral yang tidak mengurangi
beban pajak, dan pendekatan negatif yang mencerminkan perilaku yang lebih merugikan

(Rossa et al., 2024).

Sebagaimana disampaikan oleh Rossa et al., (2024), melalui transfer pricing,
perusahaan mampu meningkatkan aliran dana atau mengurangi kewajiban finansial

terhadap afiliasi di negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Secara praktik, ini
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mengakibatkan penurunan pendapatan kena pajak dan pada akhirnya memengaruhi
besaran pajak yang harus penuhi pembayarannya. Hal ini memperkuat pandangan dalam
Tax Avoidance Theory, bahwa perusahaan multinasional memiliki insentif kuat untuk

melakukan penghindaran pajak melalui manuver harga transfer.
Kasus TMMIN: Studi Empiris Praktik Transfer Pricing

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), sebagai bagian dari jaringan
global Toyota, terlibat dalam praktik transfer pricing melalui transaksi penjualan
kendaraan dan suku cadang kepada Toyota Tsusho Corporation di Singapura. DJP
menemukan bahwa transaksi dilakukan dengan harga di bawah nilai pasar wajar. Selain
itu, perusahaan juga diduga membebankan royalti yang tidak semestinya. Hal ini
menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran prinsip arm’s length. Audit fiskal yang
dilakukan oleh DJP atas periode 2005-2008 menyimpulkan bahwa TMMIN telah
melakukan pengalihan laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih kecil, sehingga
mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia. Diketahui bahwa Singapura memiliki tarif
pajak 17%, lebih rendah dari Indonesia yang sebesar 25%. Dengan memindahkan
pendapatan ke negara tersebut, TMMIN menghindari pajak hingga mencapai Rp 1,2
triliun. Temuan ini menunjukkan bagaimana hubungan istimewa dan selisih tarif pajak

dapat dimanfaatkan untuk strategi penghindaran pajak.

Praktik serupa dilakukan oleh berbagai perusahaan multinasional lain yang
menyebabkan potensi kehilangan pendapatan pajak hingga Rp 2.000 triliun per tahun di
Indonesia. Oleh karena itu, DJP mengambil langkah hukum dan membawa sengketa ini
ke pengadilan tertinggi. Peristiwa ini memperkuat pentingnya pengawasan terhadap

dokumentasi transaksi afiliasi, serta penerapan prinsip kewajaran secara konsisten.

1. Pengaruh Transfer Pricing

Sebuah konflik kepentingan antara pemerintah dan bisnis dicontohkan oleh
fenomena transfer pricing. Di satu sisi, pemerintah ingin pembayaran pajak dilakukan
untuk mendukung kemajuan negara. Sebaliknya, bisnis berusaha untuk mengurangi
kerugian yang mereka hadapi, seperti beban pajak. Karena bisnis menurunkan harga atau
mentransfer keuntungan kepada penerima atau anggota kelompok dengan tarif pajak

yang lebih rendah, penetapan harga transfer berdampak negatif pada pertumbuhan pajak
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negara. Praktik transfer pricing memberikan sejumlah efek bagi perusahaan

multinasional yang memiliki afiliasi, di antaranya:

a.

288

Efisiensi Beban Pajak

Penetapan harga transfer sering kali digunakan sebagai taktik yang valid dalam
menekan kewajiban pajak dengan mengalihkan uang ke negara-negara dengan tarif
pajak yang lebih rendah. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan
multinasional dapat menurunkan kewajiban pajak mereka secara keseluruhan dengan
mengalihkan pendapatannya ke negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak.

Pengelolaan Laba

Transfer pricing juga berdampak terhadap performa keuangan perusahaan.

Menurut Permani et al., (2023), metode ini dapat dijadikan alat untuk mengatur

besaran laba sehingga terlihat lebih konsisten atau menguntungkan di mata para

investor.

Risiko Pajak dan Kepatuhan Regulasi

Menurut Azhari & Fachrudin (2021), otoritas pajak dapat dirugikan oleh
penggunaan harga transfer yang menyimpang dari prinsip kewajaran yang dapat
mengakibatkan denda dan penyesuaian fiskal. Hal ini dapat merusak reputasi
perusahaan global selain menimbulkan masalah hukum. Efektivitas praktik transfer
pricing sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang
berlaku. Selama pelaksanaannya mengacu pada prinsip kewajaran, transfer pricing
dapat dikategorikan sebagai praktik yang sah. Di Indonesia, legitimasi dan
pengaturan mengenai transfer pricing telah dituangkan secara eksplisit dalam
sejumlah peraturan hukum, antara lain:

1) Direktorat Jenderal Pajak berwenang mengubah tingkat penghasilan dan
membatasi transaksi dari setiap pihak yang mempunyai hubungan istimewa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
khususnya Pasal 18 ayat (3).

2) PER-22/PJ/2013 yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib menyediakan
dokumentasi transfer pricing guna menekan harga transaksi afiliasi.

3) PER-43/PJ/2010 yang diterbitkan melalui PER-32/PJ/2011 menjelaskan
beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer sesuai

dengan prinsip bisnis dan pendidikan.
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Tiga komponen utama dokumen penetapan harga transfer adalah Master File,
Local File, dan Country by Country Report (CbCR), sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016.

Standar global utama untuk prosedur penetapan harga transfer adalah OECD
Transfer Pricing Guidelines. Program Base Erosion and Profit Shifting (BEPS),
yang bertujuan untuk mencegah perusahaan multinasional memanipulasi
penetapan harga transfer untuk mengurangi basis pajak, juga konsisten dengan
aturan ini.

Dengan dasar hukum dan pedoman yang solid, otoritas pajak memiliki

instrumen yang cukup kuat untuk memantau serta menindak penerapan transfer

pricing yang menyimpang dari prinsip kewajaran, demi melindungi kepentingan

fiskal negara.

Implikasi

a.

Urgensi Penegakan Prinsip Arm’s Length secara Konsisten

Kasus TMMIN menegaskan bahwa pengawasan terhadap penerapan
prinsip kewajaran harga dalam transaksi afiliasi tidak dapat ditawar. Jika tidak
diawasi secara ketat, praktik transfer pricing dapat dimanfaatkan sebagai sarana
penghindaran pajak yang sistematis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas audit
DJP serta pembaruan sistem pelaporan dan analisis risiko menjadi kebutuhan
mendesak.
Kebutuhan Dokumentasi Transfer Pricing yang Kuat

Perusahaan multinasional wajib menyusun dokumentasi transfer pricing
yang mencerminkan substansi ekonomi transaksi. Tidak cukup hanya
menunjukkan hubungan hukum formal, tetapi juga harus menjelaskan dasar
penetapan harga yang digunakan. Ketentuan dalam PMK 213/2016 dan program
BEPS harus dijadikan pedoman utama, tidak sekadar formalitas administratif.
Potensi Risiko Hukum dan Reputasi Korporasi

Sengketa pajak yang meluas hingga ke pengadilan dapat merusak reputasi
perusahaan, menimbulkan ketidakpercayaan investor, dan menciptakan risiko
keberlanjutan operasional. Dalam era keterbukaan dan pelaporan publik, praktik

semacam ini tidak hanya berdampak fiskal, tetapi juga pada persepsi etika bisnis.
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d. Perlunya Harmonisasi Internasional dan Kolaborasi Lintas Negara
Selisih tarif pajak antarnegara menciptakan insentif arbitrase pajak. Oleh
karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerjasama bilateral maupun multilateral
dalam bidang pertukaran informasi, audit lintas yurisdiksi, dan harmonisasi
kebijakan, sebagaimana dianjurkan dalam kerangka OECD dan G20 melalui
inisiatif BEPS.
e. Relevansi Etika Pajak dan Tata Kelola Perusahaan
Di luar legalitas formal, perusahaan seharusnya mempertimbangkan
kontribusinya terhadap negara tempat aktivitas ekonominya berlangsung.
Transfer pricing tidak boleh semata-mata menjadi alat optimasi pajak, tetapi
juga harus sejalan dengan prinsip keadilan fiskal dan tanggung jawab sosial

korporasi (corporate fiscal responsibility).
KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik transfer pricing oleh perusahaan induk terhadap cabang, seperti yang terjadi
pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, secara signifikan memengaruhi
kewajiban perpajakan dan pelaporan laba di Indonesia. Praktik tersebut kerap tidak
mematuhi prinsip arm’s length, dengan indikasi pengalihan laba ke negara dengan tarif
pajak lebih rendah seperti Singapura. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi,
peningkatan kapasitas audit otoritas pajak, dan kewajiban dokumentasi transfer pricing
yang akurat dan transparan. Selain itu, harmonisasi kebijakan internasional dan
pendekatan etika pajak perlu diperkuat untuk mencegah arbitrase pajak dan menjaga
kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan multinasional. Keterbatasan
penelitian ini terletak pada minimnya data primer dari internal perusahaan, sehingga
penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan wawancara langsung atau akses lebih

mendalam terhadap dokumen internal untuk memperkuat analisis.
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